
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

PUTUSAN

Nomor Register: 00 1 /PS.REG I 35.357 3 I X I 2023

DEMI KEAIJILAN BEJRDASARKAN KNJ'fUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Malang memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Malang telah mencatat dalam Buku Register

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a Nama

Peke{aan

Kewarganegaraan

Alamat

Nama

Pekerjaan

Kewarganegaraan

Alamat

H. Lookh makhfudz, SS

Wiraswasta/ Ketua DPD PAN Kota Ma1ang

WNI

JL. KYAI SOFYAN YUSUF NO.27

H. Eko hadi purnomo, SH

Pengacara/ Sekretaris DPD PAN Kota Malang

WNI

JL, D. SEMBULUH C1.C2

b

c

d

dalam hal ini bertindak untuk dan atas Partai Amanat Nasional Kota Malang sebagai

Peserta Pemilu 1'ang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkanny'a Keputusan

KPU Kota Malang dan memberikan kuasa kepada:

1. Yunita Suryantini Putri, S.H.

2. Mohamad Sugiarto, S.H.

Semuanya adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kantor

Hukum "SY LAW & PARTNERS" dengaa alamat Perum Piranha Residence Blok C5,

Kota Malang, .Iawa Timur, email: vso.law@email.cotu1 Svlawpartner@gmail.com

HP.082244540668 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan

atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

atas keputusan KPU Kota Mal,ang berupa Berita Acara KPU Kota Malang Nomor:

343/PL.01.4-BA1357312023 tentang hasil Verifikasi Administrasi dokumen

Text



persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota pada masa pencermatan Daftar

Calon tetap (DCT) Tanggal 23 Olrtober 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Bantaran No.6,

Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, No. Telp. (0341) 408898, dalam hal

ini diwakili masing masing oleh:

l. Nama : Aminah Asminingtyas, SP. M.,Si.

Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kota Malang

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan

Blimbing, Kota Malang

Nomor Telepon : (0341) 408898

Nama

Peke4'aan/Jabatan

Kewarganegaraan

Alamat

omor Telepon

Nama

Peke{aan/Jabatan

Kewarganegaraan

Alamat

Nomor Telepon

Nama

Peke{aan/Jabatan

Kewarganegaraan

Alamat

Nomor Telepon

Nama

Peke{aan/Jabatan

Kewarganegaraan

Deny Rachmat Bachtiar, S.Sos.

Anggota KPU Kota Malang

Indonesia

Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan

Blimbing, Kota Malang

(0341)408898

Muhamad Toyip, S.HI

Anggota KPU Kota Malang

Indonesia

Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan

Blimbing, Kota IVlalang

(0341) 408898

lz.z,adin Fuad Fathony, ST.

Anggota KPU Kota Malang

Indonesia

Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan

Blimbing, Kota Malang

(0341)408898

Nur Zaini Wikan Utomo, S.Kom.

Anggota KPU Kota Malang

Indonesia
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Alamat Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan

Blimbing, Kota Malang

(0341)408898Nomor Telepon

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, bertindak baik sendiri-sendiri atau Bersama

sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Provinsi

Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 25 Oktober 2023 dan diterima oleh

Bawaslu Kota Malang serta dicatat dal,am Buku Register Permohonan Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan Nomor Register

0o 1 / PS.REG/ 3s.3s7 3 / x / 2023.

Bahwa Bawaslu Kota malang telah:

IVlenbaca permohonan Peniohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

gar keterangan Saksi-saksi dari Para Pihat;

engar keterangan Pihak;

sa alat bukti Para Pihak;

baca kesimpulan Para Pihak;

Mendengar kesimpulan Para Pihak.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohollall penyelesaian Sengketa

Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/35.3573/Xl2O23 tangglal 25

bulan Oktober Tahun 2023 den.gan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOKPERMOHONAN PEMOHON

l. Bahwa pada pokokeya, Pemohon telah melaksanakan proses Verilikasi

Administrasi persayaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Malang Tahun 2024 secara baik, sistematis dan prosedural sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa pelaksanaan Verifikasi Administrasi Persyaratan Balal Calon Anggota

DPRD Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Termohon menggunakan sistem

elektronik yaitu menggunakan aplikasi Silon, yang mana hal ini merupakan
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Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon dalam masa

percermatan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum tahun 2024

atas nama Henny Fitria Agustine dari Partai Politik Partai Amanat Nasional

{PAN} pada Daerah Pemilihan Kota },{alang Dapil 2 (Blimbing}, nomor urut I
memiliki keterangan bahwa salah satu syarat adalah tidak benar. Yang mana

dengan dibatalkannya Bakal Calon yang diajukan oleh Partai mempaka,

wakil Bakal Calon perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 BAB III PKPU

No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Ra}yat

Daerah Kabupaten / Kota mempengaruhi 30% (tiga piluh persen) suara Partai

5,'ang membawa konsekvensi gugurnya seluruh Bakal Calon Anggota DPRD

dalam Dapil 2 (Blimbing) Kota Malang yang tentu saja menimbulkan kerugian

kepada Pemohon secara langsung;

6. Bahwa Pemohon berkeberatan akibat di terbitkannya Beita Acara a quo,

hanya dikarenakan adanya kesalahan secara telcris dalam mengunggah

dokumen di aplikasi Pencalonan Silon, dimana dokumen yang diunggah

berupa Surat Keterangan Pengganti ljazah/ STTB yang belum terbubuhi

lega-lisir;

4

sebuah kemajuan dan tuntutan zaman sehingga secara umum dapat

memudahkan partai politik termasuk Pemohon dalam melaksanakan input

data Bakal Calon Anggota DPRD;

3. Namun kemajuan teknologi informasi juga memiliki kendalia dan hambatan

teknis yang berakibat pada hilangnya hak-hak Partai Politik termasuk

Pemohon dalam mengikuti Verifikasi melalui aplikasi Silon tersebut. Bahwa

pada pokoknya hambatan teknis tersebut telah meny"ebabkan Pemohon tidak

dapat melaksanakan input data secara maksimal dal sempurna ke dalam

aplikasi Silon;

4. Bahwa penginputan data yang tidak sempurna tersebut ternyata membawa

dampak dengan adanya Berita Acara Nomor: 343|PL.OI.4-8A1357312O23

tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota

DPRD Kabupaten/ Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)

yaag dikeluarkan oleh KPUD Kota Malang pada tanggal 23 Oktober 2023

menyatakan apabila Ba]<al Calon atas nama Henny Fitria Agustine dari Partai

Politik Partai Amanat Nasional (PAN) tidak memenuhi syarat (TMS);

5. Bahwa hal tersebut diketahui pula dari t ampiran Berita Acara Tentang Hasil
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7. Bahwa Pemohon menjamin dan berpendirian secara teguh jika keabsahan

dokumen Bakal Calon atas nama Henny Fitria Agustine yang telah tercatat

dalam Daftar Calon Tetap (DCT), berupa Surat Keterangan Pengganti

Ijazahl STTB Nomor: 833 I O95l l0l.6.lO.lL I 2023 yang diterbitlan oleh

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang pada tanggal 09 Mei 2023 dan

diketahui oleh Dinas Pendidikan Wilayah Malang (Kota Malang - Kota Batu)

ada-lah Asli dan Sah yang dapat dipertanggungian'abkan akan keabsahann,'a;

8. Bahwa dalam Berita acara Nomor: 343/PL.0f .4-8A1357312023 Tentang hasil

Verilikasi administrasi Dokumen Persyaratan calon anggota DPRD

Kabupaten/Kota pada masa pencerrnatan Daftar Calon Tetap (DCT), dimana

disebutkan jika fotocopg ljaea.h atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah

menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah

Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh

instansi yang berwenang dalam hasil verifikasi administrasi dinyatakan "tidak

benar" dengan keterangannya 'Surat Keterangan Pengganti Ijazah I STTB tidak

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang";

9. Bahwa berdasarkan poin 7 maka patutlah KPU membuka kembali Aplikasi

Silon untuk memberi kesempatan khusus kepada Bakal Calon atas nama

Henny Fitria Agustine agar dapat mengunggah foto copy Surat Keterangan

Pengganti Ijazahl STTB Nomor: 833/095/ 10 1 .6.1,0.1 I / 2023 yang diterbitkan

oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Malang pada tanggal O9 Mei 2023

dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Wilayah Malang (Kota Malang - Kota

Batu) yang telah dibubuhi legalisir oleh pihak terkait. Mengingat bahwa Surat

Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB atas nama Henny F itria Agustine adalah

dokumen asli dan sah yang dapat dipertanggungjawabkan akan

keabsahannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang tertuang dalam pokok-pokok

permohonan dan alasan-alasan permohonan yang seluruhnya dilengkapi dengan

alat bukti yang sudah dileges, maka Pemohon mohon kepada Majelis Adjudikasi

untuk memutus hal sebagai berikut:

l. Mengabulka,n Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menolak dan membatalkan Berita Acara Nomor: 343/PL.01.4 B.Al35rc/2423

tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persayaratan Calon Anggota

DPRD Kabupaten/ Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)

beserta lampirannya cq. Bakal Calon atas nama Henly Fitria Agustine;
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3. Memerintahkan Termohon KPU Kota Malang untuk memberikan kesempatan

2x24 jam kepada Pemohon untuk menyelesaikan input data Bakal Calon

melalui aplikasi Silon;

4. Memerintahkan kepada Termohon KPU/KPU Provinsi Jawa Timur/KPU

Kabupaten/Kota Malang untuk menetapkan Keputusan yang memuat bahwa

Bakal Calon Pemohon atas nama Henny Fitria Agustine masuk dalam
D^*^^--^- T-\^f+^- rr^l^- ,Tr^+^- /n/a,nl.r\Clrr.r-6u.r5c[ r. rJd.lLd..r. vcL[J"tr rELa.l, lr,,v r,,

5. Memerintahkan kepada Termohon KPUIKPU Provinsi Jawa TimurlKPU

KabupatenlKota Malang untuk melaksanakan Putusan ini.

n TlrrtanatT 6nhlraLr LTIf . uft w nlf.rtl\ r .DI\.lYIt rlt.r\

Bahwa Termohon membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon

dalam permohonannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon. Dalil-

dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar sebagaimana alasan

hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

a. Permohonan tidak memenuhi syarat materill karena Bakal Calon Anggota

DPRD tidak masuk dalam DCS Pemllu 2024:

1. Bahwa permohonan ini pada pokoknya diajukan oleh Pemohon mewakili

Henny Fitria Agustine yang merupakan Bakal Calon anggota DPRD Kota

Malang yang diajukan oleh Pemohon;

2. Bahwa Bakal Calon Henny Fitria Agustine diajukan oleh Pemohon pada

saat pengajuan pengganti saat Pencermatan Rancangan DCT;

3. Bahwa dengan demikian maka Bakal Calon yang bernama Henny Fitria

Agustine merupakan Bakal Calon pengganti yang sebelumnya .idak

terdapat dalam DCS;

4. Bahwa pada Pasal 19 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik

Indonesia Nomor 9 tahun 2022 mengatur bahwa, "Bakal Calon Anggota

DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota,

tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, Anggota

DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupatenf Kota, namun yang

bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon Anggota DPR, Anggota DPRD

Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Daftar Calon Tetap

oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatanhya";

5. Bahwa dengan demikian maka Pasal 19 huruf b Peraturan Badan

Pengawas Pemilu Nomor 9 tahun 2022 mengatur bahwa yang dapat
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mengajukan sengketa proses Pemilu adalah Bakal Calon yang telah

ditetapkan dalam DCS;

6. Bahwa berdasarkan DCS yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka

secara nyata Bakal Calon yang bernama Henny Fitria Agustine tidak

terdapat dalam DCS dan selanjutnya juga dinyatakan tidak memenuhi

syarat sehingga masuk dalam DCT;

7. Bahwa dengan demikian maka permohonan ]-aiig dia3'ukan oleh Pemohon

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 19 huruf b

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 tahun 2022, sehingga dengan

demikian permohonan ini tidak memenuhi syarat dan seharusnya

dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Pemohon keliru menarik pihak dalam Sengketa Proses Pemilu a quo

1. Bahwa dalam permohonannnya, Pemohon menarik KPUD Kota Malang

sebagai Termohon;

2. Bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2Afi
Tentang Pemilu tidak ada istilah institusi/lembaga yang disebut sebagai

KPUD Kota Malang;

3. Bahwa kehadiran Termohon dalam pemeriksaan ini bukan atau tidak

dapat diartikan bahwa Termohon membenarkan kesalahan yang dilakukan

oleh Pemohon, namun semata-mata menghormati proses penyelesaian

sengketa dan panggiLan yang dilakukan oleh Badan Penga-was Pemilihan

Umum Kota Malang.

c. Bahwa Pemohon tidak pernah memperrnasalahkan prosedur, tata cara atau

mekanisme yang dilakukan oleh Termohon dalam Tahapan penetapan DCT,

sehingga dengan demikian maka seluruh proses prosedur, tata cara dan

mekanisme yang dilakukan oleh Termohon harus dianggap benar menurut

hukum. Hal ini bias diperhatikan Termohon bahwa:
1 fl1;J^l, 

^.1 ^ 1,,*^^- -^l^-*^-^- ^l*;-;^+*^^:.r. l rua^ aua \ru5.a.o.r.r PErcLr165,0.la.tl a.\,tllrtlrloLla.sr,

2. Tidak pernah ada putusan bahwa Termohon melanggar;

3. Sehingga dengan demikian maka seluruh proses prosedur, tata cara dan

mekanisme yang dilakukan oleh Termohon harus dianggap benar menurut

hukum;

4. Bahwa sengketa yang terjadi saat ini adalah sengketa proses terkait

dengan keputusan Termohon dalam menetapkan DCT.

d. Bahwa Termohon berpandangan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen

Persyaratan Calon Anggota DPRD KabupatenlKota pada Masa Pencermatan
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Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2023

adalah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakian Ralryat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomoi' 403 Tahun 2A23 tentang

Pedoman teknis verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah Ralryat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakian Ralqyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun

2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Ralry'at, Dewan

Daerah Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakian Ralqyat Daerah

Kabupaten/Kota.

e. Permohonan pembukaan akses Silon Termohon tidak mempunyai kewenangan

untuk memberikan akses kepada Pemohon dalam hal kesalahan

pengunggahan kembali dokumen fotocopy ijazahl surat keterangan pengganti

qazah yang dimaksud Pemohon, yang sudah melewati masa Tahapan

Veri{ikasi Administrasi Dokumen Pers5iaratan Calon Sementara Hasil

Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai ketentuan

peraturan perundangundangan.

Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon dalam menyusun rancangan DCT ini berdasarkan Daftar

Calon Sementara (DCS) dan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi

Dokumen Persyaratan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD

Provinsi Dan DPRD KabupatenlKota, yang dinyatakan memenuhi syarat;

2. Bahwa dalam tahapan pencermatan Daftar Calon Tetap, Partai Politik

dapat melakukan perubahan calon sementara berdasarkan persetujuan

dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan

Sekreataris Jenderal partai politik peserta Pemilu atau nama lain yang sah

sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan

susunan pengurus partai politik tingkat pusat dan/atau mengajukan

perpindahan Dapil terhadap calon sementara'
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J Bahwa Nama Bakal Calon pada Kota Malang Dapil 2 Nomor urut 8 atas

nama Henny Fitria Agustine tidak tercantum dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Malang DaLam

Pemilihan Umum Tahun 2024 yar:g ditetapkan tanggal 18 Agustus 2024;

Bahwa sebagaimana point angka 3 Bakal Calon Kota Malalg Dapil 2

|{omor ui'ut I atas nama Henny' Fitria Agustine diketahui merupakan

pengganti calon sementara yang diajukan oleh pihak Pemohon pada

Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 3

Oktober 2023;

Bahwa Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Kota

Malang, sebagaimana pada lampiran tanda Penerimaan Dokumen

Pengajuan Calon Anggota DPRD Kota Malang, pada Dapil Kota Malang 2

kelengkapan dokumen administrasi Bakal Calcn nomor 8 atas nama

Henny Fitria Agustine perihal fotocopg ijazah/ surat keterangan pengganti

ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah

kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat

yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang menyatakan "ada", yalg
menurut Pemohon hal ini memberi kepastian bahwasannya seluruh

persyaratan administrasi yang diunggah telah memenuhi syarat Calon

Anggota DPRD Kota, Termohon tegaskan dalam hal ini yang dimaksud

adalah progres pengisian dokumen persyaratan Bakal Calon yang

dimaksud telah diunggah di Silon;

Bahwa pemenuhan telah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat

Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang pada point angka 5 melalui

tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara

Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap, dimana verifikasi

administrasi dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen

persryaratan pengganti calon sementara hasil pencennatan Rancangan

DCT;

Bahwa Termohon melakukan Verifikasi Administrasi Pencermatan Daftar

Calon Tetap (DCT) secara mutatis mutandis dilaksanakan sesuai Pedoman

Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota

DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kota yang termuat dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 terhadap

4
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Bakal Calon Dapil Kota Malang 2 Nomor Urut 8 atas nama Henny Fitria

Agustine, yang merupakan Balal Calon Pengganti;

Bahwa dalam pelaksanaan Veriflkasi Administrasi Pencermatan Daftar

Calon Tetap (DCT), Termohon mendapatkan salah satu dokumen

pemeriksaan fotocopg ijazah/ surat keterangan pengganti ijazah sekolah

menengah kejuruan pada Dapil Kota Malang 2 Nomor urut 8 atas nama

Henny Fitria Ag.rstine, dengan indikator dokumen dapat dibuka dan

dibaca, dokumen memuat nama Bakal Calon, Dokumen menerangkan

kelulusan Bakal Calon, Dokumen menggunakan Bahasa Indonesia, namun

ada beberapa indikator dari pemeriksaan dokumen tersebut yang tidak

terpenuhi yaitu dokumen bukan merupakan hasil pindai terhadap fotocopg

ijazah/ surat keterangan pengganti ijazah dan dokumen tidak dilegalisasi

oleh Pejabat yang berwenang;

Bahu'a mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403

Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen

Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah

Kota, jika seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar, sedangkan

apabila satau atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak

benar;

Bah*'a hasil pemeriksaan Termohon terhadap dokumen fotacog
ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah kejuruan

pada Dapil Kota Malang 2 Nomor urut 8 atas nama Henny Fitria Agustine,

dokumen bukan merupakan hasil pindai terhadap fotocopg ijazah/ surat

keterangan pengganti ijazah dan dokumen tidak dilegalisasi oleh pejabat

yang berwenang;

Bahwa Termohon telah membenfiik Helpdesk Pengajuan Baka1 Ca-lon

Anggota De*'an Pena'akilan Ralry'at Daerah (DPRD) Kota lt{alang Pada

Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana ruang linglilp fasilitasi Helpdesk

yaitu melayani konsultasi hal-hal terkait pengajuan Bakal Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Pada Pemilihan

Umum Tahun 2024 darr melayani konsultasi serta fasilitasi penggunaan

aplikasi Silon;

Bahwa Termohon telah melaksanakan fungsinya melalui Tfui Helpdesk

untuk menghubungi Liaison aficer atan yang biasa disebut dengan

Petugas Penghubung Partai dalam hal ini Partai Amanat Nasional Kota

9

10.

11.

12.
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Malang, untuk memberitahukan bahwa salah satu Bakal Calon pada Kota

Malang Dapil 2 Nomor Urut 8 atas nama Henny Fitria Agustine, dokumen

Ijazah yang diunggah adalah dokumen bukan merupakan hasil pindai

terhadap fotocopg ijazah/surat keterangan pengganti ijazah dan dokumen

tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, sebelum pihak Pemohon

melakukan submit pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan

Raxyl*at Daerah (DPRD) Kota l{alang, untuk melakukan perbaikan terhadap

dokumen fotocopg ijazah/surat keterangan pengganti ljazah yang

dilegalisasi pejabat yang berwenang;

13. Bahwa diketahui oleh pihak Termohon pada tahapan Verifikasi

Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dokumen sebagaimana pada
6-^1.^ 11 qaailr rqoe'-ot.o- .l^!.":^* 1-"I'^- *^-"-^1'^- L^^:l *:-l^ja.rr6Ara. r r lalctolrl rrrcl LtPa.I\aa,.ar (i(,i\i,I,rllElr rri,.ii.ai.ii iiici UPai.i.ai.ii iiAsii Pifiiiiif

terhadap fotocopg ijazahlsurat keterangan pengganti ijazah dan dokumen

tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

L4. Bahwa Termohon telah menuangkan hasil Verifikasi Administrasi

Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Ralgrat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Penrakilan Ralryat

Daerah Kabupaten/Kota dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota

l,{alang Nomor: 343 lPL.OL.4-BAl3573l 2A23 tentang Hasil \'enfilrasi

Administasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), yang menyatakan

Bakal Calon pada Kota Malang Dapil 2 Nomor Urut 8 atas nama Henny

Fitria Agustine Tidak Memenuhi Syarat;

15. Bahwa Dalil Pemohon yang pokoknya menyatakan dengan dibatalkannya

Bakal Calon yang diajukan oleh Partai merupakan wakil Bakal Calon
6^+^ss!t^- al.aa s^.<6-6-^.-,L: Q(lO/. l+:*^ 

-..lrrL 
..^---61 D^.-l^llJsrsurl,Lr.a.rr .a,A6trr rul;urPsrrS,arrrllr uvlu lLr6,cr P(rrLur psrovrr, slacLiaI. i ai,j.aii,i Jq'i.iE,

membawa konsekuensi gugurnya seluruh Bakal Calon Anggota DPRD

dalam Dapil 2 (Blimbing) yang tentu saja menimbulkan kerugian kepada

Pemohon secara langsung merupakan dalil yang premafitre dan tidak

berdasar menurut hukum karena sampai saat ini termohon belum

menetapkan DCT;

16. Bahwa batas waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan
4ao!-^- Qaa^r}^-^ LI^a:I D^-^^.*:^r^- l)^-^ T\^f+^- /-a^1^- ,Tr^+^* /nfarTr\varvtr uulalullLata rlaorl r Lrruutltlala,ll 1\(tlru(ur6iatr uctrt.ctr vLuull rULaP lrvf i

telah selesai sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun

11
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Malang



2023 tentang Fedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Daerah Rallyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, sehingga Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk

membuka akses Silon daLam hal Pemohon menggunggah kembali dokumen

fotocopy ijazah/ surat keterangan pengganti ijazah Bakal Calon Kota
ra^t^-- .r f,T^-^- r r-.. o ^--^ -^-^ LI^--.. La:.."j^ 

^-,,^.:-^iiio,rir.rrE \Jrur (, eLLdo rrauua rrcrrrrJ lrlrrcr rrE,u-urr|-.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Termohon kepada

Yang Mulia Majelis Pemeriksa/Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kota Malang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM TERMOHON:

1. Menolak Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Register Perkara

Nomor: 00 1 / PS.REG/ 357 3 I X I 2023 oleh Pemohon;

2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor: 343/PL.01.4

BAI 3573 I 2023 tentang Hasil Veriftkasi Administrasi Dokumen Persyaratan

Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota pada Masa Pencermatan Daftar

Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2023;
. D^L---^ ,n^-^L^- .^l^l- 

-^'l^t-^^-^'l-^- 
+.,-^^ .l^- t,^-.,^-^--^--.-^ l^'l^*t. rrairvva. rLrrrrvrl\rrr rra.^arr LLrEao \ranr r\c; w €rrarr6arl'rrJ a \rd'ralrr

Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Ralyat, Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum,

tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efrsien.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Thlisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkar dalil-dalil, Pemohon telah

mengajukan bukti berupa procopy surat dengan meterai cukup serta telah

dileges dan diberi tanda P1 - P4

I Berita Acara No. 343/PL.01.4-

B.AI 357312023 tentang Hasil
) ---: -- i -L-- -:v cl rtll(i1iJl ltuuulrrDLrasr

Dokumen Persyaratan Calon

Anggota DPRD

Kabupaten/Kota Pada Masa

Berita Acara yang

dikeluarkan oleh Komisi

rEluu.j-trd.ll lJlllu.ttl r\u ttt

Malang pada hari Senin,

tanggal 23 Olnober 2O23,

KETERANGANNO

'1.2

NAMA ALAT BUKTI
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1 Ia.mpiran Berita Acara No.

343 / PL.OI.4-BAl 3s7 3 I 2023

tentang Hasil Verifikasi

Administrasi Dokumen

Persyaratan Caion Anggota

DPRD Kabupaten/Kota Pada

Masa Pencermatan Daftar

Calon Tetap (DCT)

Talda Penerimaan Dokumen

Pengajuan Calon Anggota

DPRD Kabupaten/Kota Kota

Malang Pada Masa

Pencermatan Rancangan

Daftar Calon Tetap (DCT)

Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 pada hari Selasa

tanggal 3 bulan Oktober tahun

2023 pukul 19:40:00

Lampiran Tanda Penerimaan

Dokumen Pengajuan Calon

Anggota DPRD

Kabupaten / Kota Kota Malane

Pada Masa Pencermatan

Rancangan Daftar Calon Tetap

(DCT) Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 pada hari Selasa

tanggal 3 bulan Oktober tahun

2023 pukul 19:40:00

Putusan Badan Pengawas

Pemilihan Umur:e Kota

Malang Nomor

Permohonan

OO 1 / PS.Reg / 16.06 / Ix / 20

18

Lampiran dari Berita Acara

yang dikeluarkan oleh KPU

Kota Malang yang

menyatakan bahwa calon

bakai yang ctiajukan oieh

Partai Politik PAN telah

dibatalkan karena tidak

memenuhi syarat (TMS)

Tanda Penerimaan Dokumen

yang dikeluarkan oleh KPU

Kota Malang pada hari Selasa

3 Oktober 2tJ23 pukul

19:40:00

Lampiran dari Tanda

Penerimaan Dokumen yang

dikeluarkan oleh KPU Kota

Malang pada hari Selasa 3

Oktober 2O23 pukul 19:4O:00

Putusan Badan Pengawas

Pemilihan Urnurrr Kota

Malang pada h ari Senin

tanggal dua puluh satu
bulan Januari Tahun dua
ribu Sembilan belas,

2a

-2

-3

Pencermatan Daftar Calon

Tetap (DCT)
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-4

2 Menunbang, ba-hwa r:ntrrk mengr,latkan dalil-da,lil, Termohon tela,h

mengajukal bukti berupa ptocopU surat dengan meterai cukup serta telah

dileges serta diberi tanda T 1-T5

I\U UAI-I'AK TJU KI'I KETERAJ'iGAi\i

Surat Keterangan Pengganti

ljaz*l ST'IB Nomor:

833/095/ 101.6. 10. 1 1/2023

atas nama Henny Fitria

Agustine

Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Malang Nomor 110

'r^L'.- OrrOa +6-+^n^ n-f+--

Calon Sementara Anggota Dewan

berkenaan dengan

mediasi pemohon dan

termohon bersepalat
yang pada intinya
Termohon memberikan
kesempatan kepada

Pernohon untuk
melengkapi kelengkapan
berkas (ijazah SMA)

berupa surat dari
Pemerintah Provin si Jawa
Timur Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah
Kabupaten dan Kota.

Blitar
Surat Keterangan yang

dipergunakan sebagai

pengganti ijazahlSTTB asli

yang membuktikan bahwa

Bakal Calon Henny Fitria

Agrrstine menrnakan pemilik

DANEM nomor seri

Mk134384 tahun pelajaran

1997 11998 yang disahkan

dan terlegalisir oleh Kepala

SMK Negeri I Kota Malang.

Bukti ini menjelaskan

berkenaan dengan Daftar

Calcn Semen+.ara ,^,nggota

Dewan Perwakilan Rakyat

-01

74
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NO DAFTAR BUKTI KETERANGAN

Perwakilan Rakyat Daerah

KabupatenlKota Kota Malang

Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024

Daerah KabupatenlKota Kota

Malang Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2O2+.

Berdasarkan bukti ini, Baka1

Calon atas nama Henny Fitria

Agustine tidak termasuk

dalam DCS.

Bukti ini menjelaskan

berkenaan dengan Dokumen

Pengajuan Calon Anggota

DPRD KabupatenlKota Kota

Malang Pada Masa

Pencermatan Rancangan

Daftar Calon Tetap (DCT)

dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 yang diajukan

oleh Pemohon

T-03 Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 403 Tahun 2023

tentang Pedoman Teknis

Verifikasi Administrasi Dokumen

Pers5rs-r4-fa-n Bafta.l Ca.lon Anggota-

Dewan Pemrakilan Ralryat,Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota

Bukti ini menjelaskan

berkenaan dengan indikator

pemeriksaan dokumen dalam

Verifikasi Adminsitrasi

I)oknmen Pers5ra-ra-ta-n Ba-ka-l

Calon

T-04 ljazah Bakal Calon Dapil Kota

Malang 2 Nomor urut 8 atas

nama Henny Fitria Agustine

Bukti ini menjelaskan

berkenaan dokumen lja?ah

Bakal Calon Dapil Kota

Malang 2 Nomor urut 8 atas

nama Henny Fitria Agustine
rr^$ft L.t.lr-n *o-r*^Ir-- !.^^il
Jqr^6 vuAqlr ruvruliru\urr llquu

pindai terhadap fotocopg

Tanda Penerimaan Dokumen

Pengajuan Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota Kota Malang

Pada Masa Pencermatan

Rancangan Daftar Calon Tetap

(DCT) dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024

15

T-02
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NO DAFTAR BUKTI KETERANGAN

ijazah/surat keterangan

pengganti ijazah dan dokumen

tidak dilegalisasi oleh pejabat

yang berwenang yang

diunggah di Silon

T-05 Berita Acara

Nomor:343 I PL.OI .4-BA I 357 3 I
2023 tentang Hasil Verifikasi

Administrasi Dokumen

Persyaratan Calon Anggota

DPRD KabupatenlKota Pada

Masa Pencermatan Daftar Calon

Tetap (DCT)

Bukti ini menjelaskan

berkenaan Hasil Verifikasi

Administrasi Dokumen

Persyaratan Calon Anggota

DPRD Kabupaten/Kota dari

Partai Politik Peserta Pemilu

Partai Amanat Nasional

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga

mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Susanti Wilujeng

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal hal sebagai berikut :

- Menerangkan bahwa saksi adalah staf admin Partai Amanat

Nasional (PAN) dan bertugas upload file ke Silon tanpa melihat

benar tidaknya, hanya sesuai arahan dari LO (penghubung Partai);
l,f^-^-^-^1-^- L^L--.^ ^^1-^: ,^1^^,7 L^-I-^ IJ^---. La;+-:^- lvl(-rlgrarlSAc\rr UGfrIWCL r)CL rlr rrLCrAaAy,,Vus UElAao a.ll rrCr,'rlJ l'1LtlA.

Agustine Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang Nomor urut 8
Dapil 2 Kota Malang diterima pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul

14.00 WIB dan dokumen diupload ke Silon;

- Saksi menerangkan bahwa pada pukul 15.00 WIB melakukan

pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Calon pada Silon

berupa surat pengganti ljazah /STTB asli a.n Henny Fitria Agustine;
a^1-^: 

-^-^-^-^1-^- -^l^ -,,I-,,1 10 /)n rrTTT) l;L,,l*,,-^: ^l^1^ r 1\- UahDl lll(;la(,lGtjr6^(rrr PA.tlq' l,tlI\.LTT ILr.\rV YV Ip \l.ll-rtll,Jurr6rr LrrE;ll 1J\.,

Partai a.rL Didik Suparmanto untuk melakukan perbaikan

pengunggahan dokumen berupa fotocopg surat penganti ijazah;'

- Bahwa pada pukul 18.30 WIB setelah menerima sofi file Surat

penganti ljazah dari LO Partai a.n Didik Suparmanto, saksi

16
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Malang



langsung melakukan pengunggahan pada silon tanpa diteriti
terlebih dahulu.

b. saksi atas nama Di<iik Suparmanto

Bah,,va saksi dibawah sumpah menerangkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai salah satu pengurus Badan
Pemenangan Pemihr dan pacla tahapan pencla.ftaran Baealeg se.tragai

Penghubung Partai /Lio;ison Offrcer dan sebagai penerima berkas dari
Bacaleg Partai Amanat Nasional (PAN);

- Bahwa saksi menerima berkas dari Bakal Calon a.n Henny Fitria
Agustine dan dikirim kepada Uploaderlstaf admin PAN a.n Susanti
Wilujeng selaku staf admin Partai Amanat Nasional (PAN);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan terkait Ijazah dan Surat
Pengganti ljaz*.J:..

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon
juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Hendrian Haswara Bayu

Bah-*'a saksi diba'wah sumpah mcncrangkan hal hal scbagai bcrrkut:

Bahwa saksi menegaskan kedudukan merupakan Admin Hetpdesk

KPU Kota Malang dan sebagai verifikator Silon;

Bahwa saksi merenangkan proses pencalonan ini semuanya melalui
aplikasi Silon dan tidak ada penerimaan berkas fisik;

Bahwa saksi menjelaskan dokumen fisik yang disampaikan parpol

adalah Model B daftar calon dan surat Persetujuan dari DPp parpol;

Ela'!rt:,a nol--,l4=n!r4le-oi!-o-la-.{.i-l--a16- l^J -.-;€l-^^: ^l*;-:+*^-:uair w a saAsr rrrsrrJ d,url,ari\a.lr riiiliiiialui (iai i viii iiii(aiji auliiin ii.i a.i5i

berdasarkan sK KPU 403 tahun 2023 yaitu Ttle bisa dibuka, hasil
pindai, memuat nama Bakal calon, dilegalisasi oleh pihak berwenang

dan menerangkan tahun kelulusan, serta berbahasa Indonesia;

Bahwa saksi menerangkan kelengkapan berkas pada BA penerimaan

Berkas pengganti iazah telah lengkap (ada);

Bahwa saksi menerangkan kelengkapan berkas yang sudah lengkap
1^^1.,* J:r^r-,.1-^- -.^-:{:l-^^.: ^l*.:-:^+-^^:.UE r rl I r. l \lrtO.R Ll t\q,r I v E; I r I I n(a|f,rl G.(lr r r r i I riiLr q,s i,

Bahwa saksi menerangkan tanda terima kelengkpan berkas terkaita
klausul ijazah atau penggantiijazah yang dilegalisir tidak menjelaskan

klausul stempel basah;

t7
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Bahwa saksi menerangkan dokumen pengganti ljazah yang telah ada

tidak terdapat legalisir, maka saksi memverifikasi adminitrasi dengan

hasil tidak memenuhi syarat (TMS);

Bahwa saksi menerangkan SK KPU Nomor 325 mengatur tentang

penerimaan berkas dan indikator. Sedangkan SK KPU Nomor 403

mengatur verifikasi administrasi berkas. Artinya 2 SK KPU tersebut

-^-.-^t,^- 
1,,^ 1-^t --^-- L^-L^l-.ijIai u Pii-Lciii JalrE, rrEr r-rcudt,

Bahwa saksi menerangkan semua partai di Kota Malang dalam

proses melengkapi berkas pencalonan melakukan komunikasi yang

baik dengan KPU. Bahkan jika terdapat kendala berkonsultasi ke

HelpdeskKPU;

Bahwa saksi menyatakan proses kelengkpan berkas pencalonan

melalui pelayanan Helpdesk KPU dalam kondisi lancar.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh Proses adjudikasi

penyelesaian sengketa proses Pemih o cluo, Pemohon menyampaikan

kesimpulan, guna menjadi bahan perlimbangan dan penguat keyakinan

majelis adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana

diuraikan dibawah ini:

Bahwa dalam eksepsi yang disampaikan oleh pihak Termohon tentang
rt^-^l^^- l-^l:-, *^-^.-:1. -:L^t- I^1^'. -^--1-^.^ D^-:1,, ^ -,^ 

l---^-r urrr\.rrrlrrr r^ Prrrar\ \raratrr sErrS,AE @ v4u \rEttSatr

menyebutkan pihak Termohon adalah KPUD Kota Malang adalah hal yang

bukan substantif dikarenakan penggunaan frasa "Komisi Pemilihan

Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD" bukanlah hal yang

mengada-ada, serta jika ditelusuri secara terperinci, tidak pernah ada

penghapusan frasa "KPUD" tersebut untuk dapat digunakan pada regulasi

sistem hukum saat ini. Hal ini sangaflah wajar dalam perkara ini, melihat
c-^^^ 1/^*:^: t)^*:l:L^- TT*,-- n^^-^L ,rzrllTr-\ .^-^^L,,+ <+:J^l-l-L 

-^*:l:l-;.J1r1(l-ru uo.sro.lr/ r\l \JU LEr\tcuuL

arti pergeseran makna" dari maksud penyebutannya. Sehingga frasa ini

tidaklah memiliki makna lain dari apa yang dimaksud sebagai KPU Kota

Malang;

2. Bahwa terjadi ketidaksinkronan antara eksepsi Termohon dan dalil pokok

perkara termohon yang diajukan oleh Termohon.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan telah nampak
i^l^^ ^-^1-:l^ A-l:l-^^: A:l^- L^-,.^l^L ^l^+ L^-+,, I/\)t 1 L^+^ i/t^l^-- l^l^-
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proses pendaftaran Bacaleg yang sebagai fungsinya tidak dapat melihat

keabsahan dan keaslian dari berkas fisik yang dimiliki oleh Bacaleg;

Bahwa dalam kesaksian yang disampaikan oleh Saksi Termohon, saksi

menerangkan dan menegaskan jika ada berkas bacaleg yang meragukan

maka seharusnya dilakukan pengecekan veriflkasi terhadap dokumen fisik,

namun hal tersebut tidak dilakukan. Padahal dalam Pasal 78 Jo Pasal 32

^-.^. ,t\ :^ -^^^l t.t /rlt:^ rt^ -^'l 'l^ /r--^. /t\ L''-'f ,^\ riI/DI I \T^ 1n 'r\^L"-a.)a.! tt, JU Pasal rz. \zl Jw rrJd.L tr, rrLrr ur u-, 1 r\r U rrt-,,

2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Ral{yat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dareha

Kabupaten/ Kota mewajibkan tentang perlunya verifikasi terhadap

dokumen frsik untuk menghilangkan keraguan terhadap berkas yang di

unggah dalam Silon;

Bahwa berdasarkan poin 2, maka Berita Acara No. 343lPL.Ol.4-
r', a taE'aa /.t.\n, .^-.^-- II^^:l 1t^..,:J:l.^^: Al-:-:-+-^^: h^'l.t'-^6 D--^.-^-^+^-e^i rJt ol2.w..\) rr!,rrular16 r rcl'Drr vr.rrlr^aor rt\lrrrrrrrotrolr,r I crsJaratarr

Calon Anggota DPRD lkbupaten/ Kota Pada Masa Fencermatan Daftar

Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPU Kota Malang patut untuk

dibatalkan, karena pihak KPU Kota Malang khususnya Tim Help Desk

tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen fisik Bacaleg no.8 atas

nama Henny Fitria Agustine;

Bahwa dalam agenda pemeriksaan saksi yang dilakukan dalam Sidang

^ 
l.:---j.:1-^-: r)^---^!^^^:^- 6^--t-^+^ T)-^^^^ rt^*.:1,, I^--^* D^-:^+^- D^*1.^-^.iijjiiiiinasi i airJLrusq.rarr Lrcrrsrrur-a. I I vlDuo I tJrrrrrLr !rurr6arr r\cSr!'LEl

Nomor 001/PS.REG/35731X12023, saksi yang diajukan oleh Termohon

dinyatakan tidak dapat dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang

kuat dikarenakan dalam teori hukum Indonesia dikenal dengan asas

"Unus Testis, Nullus Testis", yang arrinya bahwa "satu saksi bukanlah

saksi".

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh Proses adjudikasi

penyelesaian sengketa proses Pemilu a quo, Termohon menyampaikan

kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan

urajeiis adjudiir.asi daiaiii rnrriSarl'uii diel rtieritber'iirarr puiusarr sci-ragai.urarra

diuraikan dibawah ini:

Bahwa Terbukti Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk Mengajukan

Permohonan Sengketa Proses Pemilu Karena Tidak Diajukan Oleh Ketua dan

Sekretaris Partai Politik dan Bakal Calon Anggota DPRD yang Pada Pokoknya

Mengajukan Sengketa tidak masuk dalam DCS Pemi,Tu 2024;

4

5
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Bahwa Perbawaslu 9 tahun 2O22 tenlang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilu, mengatur hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Partai Politik yang mendaftarkan

Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD

kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat

sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD
'1,^l-..-^.^- rl-^.^ ^l^L ITrtI I l/i'tl T t1-^-'j- -: ^.^'. TznTr L/^L!!-^a-- lta-+- -----^:iiiiur..rPalEri/ nu iil iirEir r\r \J, t\r (, ar-cf u r\r \, lto.lJuya.rcu/ r\u l-.:L ossudr

dengan tingkatannya, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain

untuk Partai Politik Peserta Pemilu. Hal demikian sebagaimana ketentuan

dalam pasal 16 huruf b dan pasal 17 Perbawaslu 9 tahwn 2022.

b. Bahwa dengan demikian maka kualifikasi dan kedudukan hukum

Pemohon Partai Politik telah diatur secara limitatif, yatni Ketua dan

Sekretaris Partai Politik, sehingga dengan demikian maka dalam suatu

-^-^L^-^- L^-,^ .^*^-,,r^: +^-I^L.iL l^!.,r!rr !'-i-!-.-- r-^-l'..{''r-^-
iiciiiiijiiuiiari, aiiii a.i- aciircir tro,rrurl'r lrsJEraoa.rr ^€(rrrrrr ^arr

Pemohon tersebut

c. Bahwa sebagaimana pasal 18 Perbawaslu 912O22, pada pokoknya

mengatur permohonan sengketa oleh Bakal Calon anggota DPR/DPRD

diajukan oleh Partai Politik.

d. Bahwa pasal 19 Perbawaslu 912022 mengatur bahwa : "Bakal Calon

anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota

^^r.^--:*^-^ l:*^t-^,,,{ l^l^- D^^^1 14 L''-'f L -.all{r+i.i5C uaEaiiiiaiia1 Uiaiiiai\or.rr.t ur(-uPuLr.

a) Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD

kabupaten/kota dalam daftar Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD

provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang didaftarkan oleh

Partai Pottik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU

Kabupaten/Kota namun yang bersangkutan tidak lulus verlikasi yang

dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota sehinsga

-,^-- l^^-^^--l-,-.^- r:J^1, ,;^^-1,,-t-^- I^l^- .l^fa^- ^^l^- ^^*--+---i aiiE, ijci i'aaaE,iia.aLiii i aiuaA uriarrLurrr^crr

anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD

kabupaten/ kota; dan

b) Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD

kabupaten/kota tercantum dalam daftar calon sementara anggota DPR,

anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/ kota namufl

yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon angSota DPR, calon
nDDI\ --^-;-^; ^+^" ^^l^- ^-^-^+a rrDDrr l-^!."--+^-,1'-1^iiii6a,v aii ,I r\u Prrrvrra
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dalam daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU

Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya."

e. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b Perbawaslu 912022

tersebut, in ca-stt dalam perkara ini, hanya dapat dilakukan oleh Bakal

Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD

kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara anggota
nr)t) ^--^^.^ rrr)E)h --^--j-^; l^- ^---^+^ nDDT\ I/^L,.-^-^* lfa^a^L,rr r\, .lrrtsiEurd, rJl r\rJ yruvuror, \rcrir cu l6E\rla ,Jr r\r,, r\d(,uParcrr/ r\wra lrcrlr,!,(rl1

yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, calon

anggota DPRD provinsi, atau calon anggota DPRD kabupaten / kota dalam

daftar calon tetap oleh KPU , KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota

sesuai dengan tingkatannya.

Bahwa dengan demikian, tegasnya, hanya Bakal Calon yang telah masuk dalam

DCS namun tidak masuk dalam DCT yang dapat mengajukan sengketa. Bahwa
r-^-l^^^-1.^- l,^+^-+,,-- l-^a^-+,,^- a^---L,,+ 

-^l-^ 
:^l^^l^L L^L--.^ ..^*^L^-^-..rErua!>ar^a,rr r\(, Lc rl r, rlqr1_^s Lsrr Lllcrr r LErnEr,rrrL, rlro.^o. JErarla.r l,Er ur\,rrrr,rro.rr

yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat, khususnya terkait dengan

kedudukan hukum Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon H. Lookh Makhfudz, SS dan H.

Eko Hadi Purnomo, SH, tidak mengkualifisir diri sebagai Ketua dan

Sekretaris DPD PAN Kota Malang, namun justru mengkualifisir diri

masing-masing sebagai anggota DPRD Kota Malang;
D^L.,.^,..^l^,,-,,- l^l^- -^-^L^-^- l:^^L,,+l-^- L^L--,^'1.^1,,^---^uararu P(,turvrrvlrarr (rros(,irL^411 uo'rrwo' rtc\r l.far rJ a

berrindak untuk dan atas nama DPD PAN Kota Malang, namun tidak

dijelaskan mengenai kedudukan keduanya dalam kepengurusan DPD PAN

Kota Malang. Justru, keduanya mengkualisifir diri masing-masing sebagai

anggota DPRD Kota Malang sehingga dengan demikian, maka kedudukan

Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Perbawaslu 9 Tahun 2022;

3. Bahwa walaupun ternyata benar H. lnokh Malhfudz, SS dan H. Eko Hadi
rr,,*^*^ qlj *^*,-^r-^- Ta^+,,^ J^- c^1--^+^-.:^ r\Dh t)A\I T1^+^ rr^l^--elr, ruEr uyarlarr r\slL.cr (rarr \rE.\r c!4r r .rrr r\t La rrrararrS,

namun hal demikian tidak mengakibatlan ketentuan mengenai

Permohonan sengketa ini menjadi terpenuhi karena Pemohon telah salah

mengkualifisir diri masing-masing sebagai anggota DPRD Kota Malang;

4. Bahwa dalil demikian, terlebih dalam pembulrtian, tidak pernah

dibuktikan oleh Pemohon dengan menghadirikan bukti surat keputusan

kepengurusan DPD PAN Kota Malang bahwa keduanya H. Lookh
t[^l.LG,l- eq l^- LI Erl,^ LI^I: D,,-.^"-^ qLI ^^L:---^ I---^- l^.-:1.;^-v, Ull,.U1rrr155a. \r! l lE'a.l l

maka secara hukum pembukian, jelas bahwa Pemohon tidak dapat
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membukikan siapa saja pengurus DPD PAN Kota Malang khususnya

Ketua dan Sekretaris yang memiliki kedudukan hukum mewakili DPD PAN

Kota Malang dalam mengajukan permohonan sengketa;

5. Bahwa Termohon menegaskan bahwa pemeriksaan ini hanya memutus

berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan, bukan hal-

hal lain diluar pemeriksaan, sehingga dengan demikian maka tidak
ljt-.,1-.:l-^---.^ ^.:^-^ -^--.-.- 1-L..^''^---^ rl^.--^ a^- Q^l---+^-'^ nnT\ tt^ [i\ril.,Lidalii€illiiJ d Dra.Po. yErrE,ur us Auusu-r-rJa

Kota Malang mengakibatkan ketidakjelasan mengenai siapa yang dapat

menjadi Pemohon mewakili DPD PAN Kota Malang, terlebih lagi Pemohon

dalam permohonannya, justru mengkualifisir diri masing-masing sebagai

anggota DPRD Kota Malang, bukan Ketua dan Sekretarus DPD PAN Kota

Malang;

6. Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak memenuhi syarat legal standing

ka;'cna Bakal Calon DPRD I(ota l'{alang dari PA}J Ituta }'{alang yang pada

pokolcrya mensajukan sengketa yakni Henny Fitria Agustine tidak masuk

dalam daftar calon sementara (DCS) sebagaimana bukti T-01, sementara

berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b Perbawaslu 912022, Bakal Calon

yang dapat mengajukan sengketa melalui Partai Politik adalah Bakal Calon

yang masuk dalam DCS dan tidak masuk dalam DCT;

Bahwa Perbawaslu 912022 telah mengatur sedemikian rupa secara
l:-:.^.:r ^,:^-^ ^^:^ -.^-- *^--^:,,1.^- ^^--1.^.^ l^- 1.^+^-+,,^- +^--^!.,,+iri,lrra.rrr sralra oaJo JarrS rr!Lrr6aJriAalr scrtS^Eto

tidak dapat disimpangi, karena jika ketentuan Perbarvaslu tersebut

disimpangi, dapat berpotensi melahirkan pemeriksaan sengketa yang

melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan persoalan dikemudian

hari;

8. Bahwa dengan demikian jelas Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk

Mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu sehingga dengan
r^-j1-;^- 

-^1.^ 
D^-^1^^-^- :-: L^-,^ l:-..^+^'l-^- +:.l^1. .I^-^+ l:+^-:*^irr,rrrr^rarr rrra^a l crrrlurr rrarulruur)ara uql,qL rrr($r rura.

Pemohon Telah Salah Menarik Pihak Dalam Sengketa, Dalam Hal Ini

Termohon

1. Bahwa Pemohon, baik dalam surat permohonan awal maupun

perbaikannya, telah menarik Termohon yalni KPUD Kota Malang;

2. Bahwa secara hukum, tidak dikenal instansi bernama KPUD. Dalam UU

Pemilu maupun ketentuan lain yang mengatur mengenai penyelenggara

t)^*:1,, L^--,^ ..:1,^-^1 rat)r 1 raDT T D-^-:-^; .l^- Tzl)r r ta^Lrr66+^- rrl^+^i ciiiiiii, iiaiiii i:r uiiwrrir.i r\r \-r, rtr \,, r rvPrlror \larr r\r v Aauu.lJaLcrr/ r\\rr4,

namun tidak ada yang disebut sebagai KPUD;

22
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Malang



3. Bahwa dengan demikian, Pemohon yang menarik KPUD sebagai pihak

Termohon dalam perkara a cyuo, merttpakan suatu kesalahan yang dapat

diterima dan/atau dimaklumi karena berdasarkan asas lrk-si hukum, setiap

orang dianggap tahu tentang hukum yang berlaku;

4. Bahwa jikapun hal tersebut merupakan suatu kesalahan pengetikan, maka

kesalahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari Pemohon

^:l^l- l^-^- lj-^l-1,,-: +^-l^1^:L ::I-^ -^*^l-1,,*^- +^-^^L-,+
Jiijr6 \rdyaL (uu1a^-rul,-rr, LErrEr[rr Jlll'a yc-r.ura-LrLrrualr

merupakan Termohon. Suatu kesalahan murni merupakan tanggungiawab

pihak yang melakukan kesalahan, tidak dapat dibebankan pada pihak lain;

5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam surat Jawaban yang

disampaikan Termohon, kehadiran Termohon dalam pemeriksaan sengketa

ini sama sekali dimaksudkan atau dapat ditafsirkan bahwa Termohon

membenarkan kesalahan Pemohon tersebut, namun semata-mata untuk

-^--t^^-^.: --^^^^ -^-,,^l^^^:^- ^^--1.^+^ I^- -^--;l^- .-^-- l:l^1.''1.^-iriuiiEairri iiiaii Piv$cD PUrrJL'rlsararr oQrrS^(,!a rrarr Pa.r156'rarr Jarr6 urrq^rrrra'r

oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang;

6. Bahwa kesalahan dalam menarik pihak Termohon dalam perkara ini juga

secara terang benderang dibuktikan dalam petitum permohonan, yang

justru mencampur adukkan KPU Provinsi Jawa Timur, KPU

Kabupaten/Kota Malang, yakni pada petitum 3 dan 4;

7. Dengan demikian, jelas bahwa Pemohon telah salah dalam menarik pihak
,ar^*^L^- I^t^- ^^-^t.^+^ :- ^^^,, +^*^^,,1- l^1^* -^+:+,,.^ -^'-^L^-^-i( iiiivirijir ariaialari ot taEr\L(a rrr ua.5u, \rqrqrrr PU(rrlrrrr l.,Etrrrvrtvtrarr

yang mencampur adukkan antara KPU Provinsi Jawa Timur, KPU

Kabupaten / Kota Malang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi

sangat membingungkan dan tidak dapat dimengerti secara hukum,

sehingga dengan demikian maka sudah seharusnya permohonan sengketa

ini dinyatakan tidak dapat diterima.

F. PERTIMBANGANHUKUM

I.TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara KPU

Kota Malang nomor 343/PL|OI.4-BA/357312O23 tentang hasil Verifikasi

Administrasi Dokumen Persyaratan Ca.lon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota

pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCt) ditetapkan pada tanggal

23 Oktober 2023;

b. Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima dokumen permohonan

-^-..^l^- ^:^ - ^^--1.^.^ -^*:l:L^-Pt-uJcr(,sararr yr L,srcs

00 1 / PS.PNM. (LG) / 35.3573 / X I 2023 tertanggal 25 Oktober 2023, pemohon
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mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada

Bawaslu Kota Malang pada tanggal 25 Oktober 2023 pada pukul 13.42

WIB serta diregister pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan nomor register:

o0 1 / PS.REG/ 35.357 3 I x I 2023;

c. Menimbang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
rI^-^- 1 ,Tr^L..- an.t.t 'Tt^-.^-- r)^-..L^L^- A4^^ Ii-l--^ f T-,.1^-- l\I^-^- F,
rrlJllr,ul r taaaLwLL z,\rz/- rErrtar16 I (,r (luallt€Lll ,atas \rt1\rzur,6 - \,/rrlrarr6 lrt,lu\,

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.- Undang pada

pasal 467 ayat (4) bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan

keputusan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota;

d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (21 dan Pasal 34

ayat (21 Perbawaslu Nomor 9 Tahtrr 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian
c^--1.^+^ n-^^^- rt^*:'|,, /I'r^-L^.,.^^1' ',Tr^+^ ar^-^ D^-. -l^^^:^-rJ,vrrSN(.(a r-rrurlr tt €rr.rowasru tsrrtarrB t EtrJErEnaratl

Sengketa Proses Pemilu), menyatakan :

Pasal 26
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling

lama 3 (tiga! hari Terhitung sejak tangal penetapan keputusan KPU-
Keputusan KPU Provinsi dan/ atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota
yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara
Pemilu;

Pasal 34
(2) Penyampaian kelengkapan permohonan dimaksud dilaksanakan.
a. Mulai Pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu setempat untuk

hari Senin sampai dengan Kamis; dan
b. Mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk

hari Jum'at

e Menimbang bahwa berdasarkan huruf a hingga huruf d diatas, Majelis

menilai Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilu a quo masih dal,am tenggat waktu yang ditentukan oleh

-----l^--..-.l^--^-Pcr \-rrr\rauts uuuauBanr.

2. OBJEKSENGKBTA

a. Menimbang bahwa KPU Kota Malang menetapkan Berita Acara KPU Kota

Malang Nomor: 343lPLl01.4-BA1357312023 tentang hasil Verifikasi

Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota

pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) pada tanggal 23 Oktober

2023 yang ditetapkan oleh Termohon;
L f,r^-:*L^-- r r-r^-^ tr-J^-- D^*,,L1;1. r-r^-^^:^ \l^"-^- 7 ,rl^L,'n ono.lvr r!ra r 16

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
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Nomor 1 Ta}::ur, 2022 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.- Undang pada

Pasal 466, Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu

dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan

KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/ Kota;

c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat l2l dan Pasal 15

^-,^. ,'l\ -^l^ n^-L^--,^^1,, nI-*^- a\ 'Tr^l^..- '1n ^t -^---^.^1.^- 
.aJd( tU Paua r ( r uawdsru r.uurrJa(ar\a

Pasal 2
(2) Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa antarpeserta Pemilu dan

Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU provinsi dan
Keputusan Kabupatenl Kota;

Pasal 15
(1) Keputusan KPU, KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota

berbentuk Surat keputusan dan/ Berita Acara;

,i. l,fenunbang bah*'a bcrdasarkan pcr'.imbanga,r hui-.if a hingga c

sebagaimana uraian diatas, maka menurut Majelis Adjudikasi objek

sengketa dalam permohonan a quo memenuhi ketentuan mengenai objek

sengketa penyelesaian sengketa proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM ILEGAL STAJVDINq PEMOHON

a. Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Amanat

Nasional Kota Malang yang telah mendaftar di KPU Kota Malang;

b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat 12) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa peserta

Pemilu adalah partai politik untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD

--^. i- ^: h rtl)h I/^L,,-^+^- lV^+^,
Pr w!,r r$r, ru,, / ,ruuia,

c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta

Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD

Provinsi, anggota DPRD Kabup aten /Kota, perseorangan untuk Pemilu

anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
.I rr^-:-L^-- r^^L,,.^ t.^+^-.,,^- n^^^'l 14 l^,,-,f l- n^-L^,..-^1,. I\I^-^- al 'Tr^L,,-5 rJo.' r wa ^s(Lrrtt cur

2022 lentangTata Cara Penyelesaian Sengketa proses kmilu menyatakan:

(b) Partai politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal anggota DPR,
anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang
dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat calon aneeota DPRD,
anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten / Kota oleh KPU,
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya;
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XOTA

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL S?ATVDING) TERMOHON

a. Menimbang bahwa KPU Kota Malang adalah penJelenggara Pemilu yang

mengeluarkan Berita Acara Nomor: 343 / PL / O1.4-BA / 357 3 I 2023 tentang

hasil Verifrkasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD

Kabupaten / Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) pada

tanggai 2s Oiaoirer 202s;

b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses

Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU

Kabupaten/ Kota;

c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun

2O22 lmenyatakar, " Sengketo Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu

^^L^^^:- --- ):*-l-^,.7 .1^1-- ft^^-l o -.,-+ ltll +^;^,7: l^--^-^ 4.14--!4 l^ -'1.5eow<iai,aa.aiaaa taaiilnii;.4.-a .,aa.4i t. l qs\r. - t-.9 t-LL 1.4, LctJq4. 1r'4\rt.9\-.. t urr\

calon Peserta Pemilu dan/ atcu Peselta Pemifu gang dirugikon secata

langstng oleh tindakan KPU, KPU Prouinsi, atau WU Kabupaten/ Kota

sebagai akibat dikefuarkannAa kepufitsan WU, keputusan KPU Prouinsi,

atau kepufitsan WU Kahtpaten/ Kota pada tahapon Pemilu terTenht";

d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 20 Perbavraslu Nomor 9 Taleur, 2022

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan
(m^-^L^- l^l^- -^-.,^1^^^:^- ^^--l-^+- D^*'il" .{^-^^-i i-; i i I i iJ i i ai i i \ro'irj.iii PUi ii Uii.,itinra.r I lJlvovo r.lt"r r5,ctr t

penyelenggara Pemilu terdiri atas: a) KPU b) KPU Provinsi; dan c) KPU

Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuannya";

e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut

Majelis Adjudikasi kedudukan hukum (legal standing) Termohon dalam

permohonan a quo mernenuhi ketentuan kedudukan hukum fiegal

standing) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA MALANG

a. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a Undang - undang nomor

7 tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum menyatak m Bawaslu

Kabupaten/ Kota bertugas meliakukan pencegahan dan penindakan di

e. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a, b, c dan d sebagaimana uraian di

atas, maka menurut Majelis Adjudikasi kedudukan hukum (legal slanding)

Permohon dalam permohonan a quo memenuhi ketentuan kedudukan

hukum (legal standing) penyelesaian sengketa proses Pemilu.
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wilayah kabupatenlkota terhadap 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa

proses Pemilu;

b. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 ayat (3) Undang - undang nomor

7 tahun 2OLT tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu

kabupaten/Kota bertugas: a. menerima pennohonan penyelesaian sengketa

proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal

'Can mateiel per::iohonan sengketa proses Pemilu di -wilayah

kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di
wilayah kabupatenlkota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses

Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan

sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses

Pemilu di wilayah kabupatenlkota;

c. Menimbang berdasarkan pasal 103 huruf c Undang - undang nomor 7
+^L.'* o^l n D^---^^1,, T/^1-.,-^+^- lTl^+^ 1^^*-,^*^-- *^-^-.:*^ *^*^-:L^^Lallufl Lv t t lJcl.vva7-r)l(l I\Arrr,t}.,aLErr/ r\vLq" Lr(rl Wl;llA"lr5' rrrc;rrI-r lllld., lll[];lllEl lh"it<l,,

memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa

proses Pemilu di wilayah kabupatenlkata;

d. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (1) Undang - undang nomor

7 tahun 2OL7 yang menyatakan, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses

Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU
D*^--:-^; l^- I-^-,,*rraa.* TZI)TT T1^L,r*^+^- lV^+^.l l\,vlrrDr, r"r(arr r\sl",rlL(log.rr r\l \J l\q.Lr(ll,raLcrr/ l\\rLo.,

e. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 468 ayat (1) dan ayat (3) Undang -
undang nomor 7 tahun 2Ol7 menyatakan "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses

Pemilu; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a.

menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
l^- 1^ *^Ga^.-+^*.,1.^- -:L^1- 1-^-^^--1-^+- ,,-+,,1- *^*^^*^.:uall v, rlrcrrrl,f;l LClrr(lt\a.rl yrrro.r\ Jarr6 r,rsr rf,clrS,r\ELa. rlrrILr.^ rrrvrrLa},|an

kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan muf,akat;

f. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 14 Perbawaslu 9 tahun 2022 tentang

penyelesaian sengketa proses Pemilu yang menyatakafl "sengketa Peserta

Pemilu dengan pengelenggara Pemilu sebagaimana dimakstd dalam Pasal2

agat (2) terjadi karena a.danga lwk calon Peserta Pemilu dan/ atau Peserta

Pemilu gang dirugikan secara langsttng oleh tindakan KPU, KPU Prouinsi,

atau Y,PU Kakipaten/Y,ata sebagai akibat dikeh;arlcan?LAa lceputi;san KP{J,
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kerytusan KPU Protinsi, atau kepuhaart KPU Kobupoten/ Kotd pdda

tahap an P e mifu t e 17 entu" ;

g. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Perbawaslu 9 tahwr 2O22

tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu yang menyatakan " Kepufiisan

KPU, keputusan KPU Ptouinsi, dan keputusott WU Kabupalen"/ Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbenfitk atrat kepufitsan

-l-- / -4--, L^;1- --^-^t.1*14,t L,/ <1,La/,-t

h. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 25 Perbawaslu 9 tahun 2022 lenlang

penyelesaian sengketa proses Pernilu yang menyatakan Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, darr Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan sengketa

Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;

i. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan pemohon

adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor:
ala l'1r lt\1 i rra laE.ra,4t\^, L^^.:l rI^-'fi1.^^: Al-:-:^&^^:o"trI t trl w r.a-u.r/ rrt rl zt\rz.r LcrrrarrE, rra.on v sr ur-r\a.tr r-ru r rrurrD Lr a-r

Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD KabupatenlKota pada masa

Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) pada tanggal 23 Oktober 2023;

j. Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan

permohonan dengan Nomor register: 001/PS.REG/35.35731X|2023

kepada Bawaslu Kota Malang;

k. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan
rr^- -^---^ ^ D^-:l:L^- TT*,-* ra^.- ir^'!^-4 *^*-,,--.^: l--,,,^----^- ,.-+-!!-i iJii6awao r crur]uro.rr \,/uru.ul r\vLGL rtro.1afr6, rucuryrrrrJ(2.r l\ertcr-tcul6arr urr.ur\

menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan,

memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi, memeriksa dan

memutus penyelesaian sengketa proses Pernilu yang diajukan Pemohon

pada permohorlao aEn.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Ilalan Ekreprt
Menimbang bahwa dalam Eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon tidak

memenuhi syarat Materil dalam mengajukan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu

Kula iviiriilug tiau Perilrirori kciiru tiaiarrr rrleriai iL serr6keia proses Peliiiu .r quo.

Menimbang bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa hoses Pemilu yang

diajukan oleh Pemohon dalam perkara a qto lelah memenuhi syarat formil dan

rna teril sesuai pasal 467 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilu berbunyi:
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'Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu"

jmal.o Pesal I6 hrrnrf tr dan c Perhawashr 9 Tahrrn 2022 Tentano Penvelesaian
Sengketa Proses Pemilu yang berbunyi:

huruf b "Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan Ba,ka,l Calon anggota DPR,
anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum
atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi
qtarr 4nclorlta nppn Lahrrnafen /lrnfa nlclr l{pll KpI I Pro.,insi 4te!t KPI-f=::55_-::
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya"

huruf c "pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni: 1. Partai
Politik Peserta Pemilu, 2..."

Menimbang !3hr1,3 psin6hon adahh Parta-i politik Peserta Peqrilu dahrn tahapa!

perubahan rancangan Daftar Calon Tetap dapat mengajukan perubahan

rancangan Daftar Calon Tetap pada masa p€ncennatan rancangan Daftar Calon

Tetap sesuai Pasal 81 ayat (1) huruf (b) PKPU Nomor l0 Tahun 2023 tentang

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD lkbupaten/ Kota berbunyi

"Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCT

pada masa pencermatan rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80

ayat (4) dalam hal:

a
. calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta
Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu
atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang
menyeienggarakan urusan pemerintahan rii bitiang hukum cian hak asasi
manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat;
dan/atau

c. ... "

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan berupa Berita

Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 343lPLl01.4-

BAl3573l2O23 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan

Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon

rcap (DCT) paria tanggai 23 Oi<tober 2023, dimana Berita Acara a quo

merupakan Objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat I

Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;nrncto pasal 15

ayat 1 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022'fentang Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu, dimana Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada

tahapan Verifftasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD

Kabupaten/ Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT). Sehingga

ra^:^l:^ All,,I;r-^^: D^..-^^t" v^+n f4-!--ry 
-.---^+^l-^- 

D^*^L^- 
-^-:l':1'jiriajCiiS ACjUCiiiasi iraiasii-i i\U i-.i itiaiiiji6 rril-rrJaLa^qrr r srrrrrrrt,rr
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kepentingan hukum dan memiliki legal s'tanding untuk diperiksa serta diputus

oleh Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota

Malang.

Menimbang bahwa dengan demikian ekeepsi dal,am jawaban Termohon, Majelis

menilai tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Dahm Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa setelah majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama

Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis Adjudikasi akan

mempertimbangkan hal hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok -
pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai

berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat

irukurir, Lcric'uiir clairuiu periu disarlpaikari bairwa iviajciis Adjudikasi ielaii

melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yalori pada

Tanggal 26 Oktober 2023 dar, tanggal 27 Oktober 2023, Termohon tidak hadir

setelah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara patut berdasarkan surat

panggilan Nomor: 038/PS.00.02 IK.JI-341 lOl2023 tertanggal 25 Oktober 2023

046/PS.00.02 lK.Jl-3411O12023 tertanggal 26 Oktober 2023 di Bawaslu

ta Malang.

enimbang bahwa berdasarkan pasal 49 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun

2022 menyatakan bahwa datram hal pada saat pelaksanaan mediasi terdapat

kondisi:

a. .,.

b. Termohon tidak hadir setelah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara
patut berdasarkan surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
dan Pasal 46 ayat (2), pimpinan mediasi menyatakan:
1. permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan

penyeienggara remilu ticiak mencapai kesepakatan; dan
2. sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan

melalui adjudikasi.

Sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan

Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2O17 tentang Pemilihan Umum

yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak

yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan

ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badal Pengawas Pemilihan Umum
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https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Malang



sLu
ANGKOTA

B

Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon, pada pokoknya

Perrruirorr rrlcr asa tiir ugikarr ai-as Lirttiakarr i.ermrirurr yanrg rlenct bilkarr

keputusan berupa Berita Acara Nomor: 343 I PL I OI.4-BA I 357 3 I 2023 tentang

hasil Verifrkasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) pada

tanggal 23 Oktober 2023 yang dinyatakan tidak benar dalam hal surat

keterangan pengganti ijazah/ SITB tidak dilegalisasi oleh pejabat yang

berwenang. Vtde bukti P-lb

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Balal Calon Anggota DPRD

Kota Malang dalam Pemilu Tat,un 2024 kepada Termohon yang diterima pada

tanggal 3 Oktober tahun 2023 pukul 19:40:00 WIB bertempat di Kota Malang

i-rcr upa dukurireu slarai- prritsajual Baisi CaiOri ,jaiarii iieuluk tiOi<Uiirel asii

Iisik sebanyak 1 rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui Silon

sesuai dengan model penerimaan pengajuan perubahan. 7l& buht P-2a

enirui.rang Lairwa berdasalirali Berita Acara Nortror. 3'i3i PLi 0i.4-

/357312023 tefltang hasil Veriflkasi Administrasi Dokumen Persyaratan

n Anggota DPRD Kabupaten/ Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon

tetap (DCT) pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam lampiran model BA hasil

verifikasi pencermatan DCT menyatakan dokumen persyaratan Bakal Calon

Anggota DPRD Kota Malang Dapil Kota Malang 2 nomor urut 8 (delapan) a.n

Henny Fitria Agustine pada hasil verifikasi administrasi, Termohon

_^_,.^+^t.^- D^.t-^t rr^l^- A-^-^+^ nDD!-! v^!-^ \4+l^-- n^-,:l .l -^-^-,,'-,.0mcni'aiaKan iiaKai Uaiuil iliitlE,iiiii ii.-r=\ i, irv.d ririnrar16 v.tt,tt I

(delapan) yang diajukan Pemohon a.n Henny Fitria Agustine dengan status

tidak benar dalam hal Pemohon mengunggah surat keterangan pengganti

Ijazah / STTB yang tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Vide buktt P-

1b

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Kota

Malang Dapil 2 nomor urut 8 (delapan) yang diajukan Pemohon a.n Henny

Fitria Agustine dengan status tidak benar maka Calon tersebut tidak dapat

melanjutkan pada tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota

DPRD Kota Malang DaPil 2.

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan
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keberatan terhadap berita acara a Eh yarrg berakibat kepada Calon Anggota

DPRD Kota Malang a.n Henny Fitria Agustine yang diajukan melalui unggahan

Silon oleh Pemohon yang berstatus dokumen wajib berupa fotocopg

ijazahlsurat keterangan pengganti ijazah / ST'IB tidak dilegalisir oleh pejabat

yang berwenang dengan hasil verifikasi administrasi dinyatakan tidak benar

oleh Termohon.

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum Anggota

DPR, DPRD Prov, DPRD kabupaten/ Kota adalah warga negara Indonesia dan

harus memenuhi ketentutan yang ditentukan dalam Pasal 243 ayat (4)

Urrdatg urrdarrg i.iurnor 7 Tairuu 20i7 ierri-arrg Perrrfiiraur Urrrurn yarrg

berbunyi:

"Daftar Balal Calon anggota DPRD kabupaten / kota ditetapkan oleh
pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten lkota".

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD

Prov, DPRD Kabupaten/ Kota adalah warga negara Indonesia yang harus

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 240 ayat (l)

huruf e dan ayat (2) huruf b Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

ilihan Umum yang berbunyi:

sal 240 ayat (1) huruf e
akal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah
aliyah., sekolah menengah kejuruan, madra^sah ali5rah kejuruan, atau
sekolah lain yang sederajat

b
c
d
e

f

Pasal 240 ayat (21 huruf b:
"Kelengkapan administratif Bakal Calon arggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota:
4,...
b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotocopg ijazah, surat tanda

tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan
pendidikan atau program pendidikan menengah

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum Anggota

DPR, DPRD Provinsi, DPRD Ikbupaten/ Kota adalah warga negara Indonesia

dan harus memenuhi ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 10 Tahun 2023
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tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD KabupatenlKota

berbunyi:

"(1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat
mengajukan Bakai Caion pacia Pemiiu anggota DPR, DPRD provinsi, rian
DPRD kabupaten/kota.

(2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan
sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
setelah memenuhi persyaratan: a. pengajuan Bakal Calon; dan b.
^.1*;-:^+-^^: l>^1-^1 rr^l^-,L,a,Aar valvlr.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 10

Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/ Kota berbunyi:

"(i1 Pasai i i 1i; Persyaratan a<iministrasi Bakai Caion sebagaimana tiimaksuci
dalam Pasal 7 ayat (21 huruf b merupakan warga negara Indonesia dan
harus memenuhi persyaratan:

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah
aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau
sekolah lain yang sederajat;

nimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 10 Tahun

3 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD IGbupaten/Kota

unyi:

"Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (l) dart ayat (2) meliputi:
a. ...
b....
c. fotocopg ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah

atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi
yang berwenang;

d...."

ivicuiuri-raug Lairwa uuiuil urerlguali(arl tiaiii 1.rcr rrroirouarirlya, Periioirorr Leiaii

mengajukan bukti surat telah ditandai dengan P-la s.d P-4 dengan dibubuhi

materai cukup, leges Pos dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis

Adjudikasi Bawaslu Kota Malang.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga

mengajukan bukti surat yang telah ditandai dengan T-1 s.d T-5 dengan dibubuhi

materai cukup, leges Pos dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis

Adjudikasi Bawaslu Kota Malang.

a.
b.

d.
e.

f
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Menimbang bahwa setelah mencermati pokok permohonan Pemohon dan

Jawaban Termohon serta mempelajari bukti bukti surat dan mendengarkan

keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon maka Majelis Adjudikasi akan

memberikan pertimbangan atas pokok permohonan o quo dalam fakta hukum

pada putusan Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Malang.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penyelesaian

sengketa a quo adalah Pemohon yang mengajukan calon pengganti terhadap

Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang Dapil 2 nomor urut 8 (delaparl) yang

diajukan Pemohon a.n Henny Fitria fuustine dengan status tidak benar maka

Caior r Ler sci.r u i iitiak tiapa t ureian j u ii<arr patia i.airapiu Peue i-apan Daflar Caiorr

Tetap (DCI) Anggota DPRD Kota Malang Dapil 2.

Menimbang bahwa dalam fakta Adjudikasi Bawaslu Kota Malang Pemohon telah

urcug,unggaL Dokuurcu pcrsyarala-i1 Bakai Caiori AiitsBoia DPRD Koia iviaia-lg

berupa fotocopg surat pengganti Ijazah/ STTB yang belum dilegalisir sesuai

dengan Pasal 240 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b Undang undang Nomor 7

un 2Ol7 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

24O ayat (1) huruf e

akal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah
Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
a. ...
b. ...
c.
d. ...
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah

aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau
sekolah lain yang sederajat

f. ..."

juncto Pasal 1l ayat (1) huruf e PKPU Nomor l0 Tahun 2023 tentang Pencalonan

Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota berbunyi:

"(1) Pasal 11 (1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud
ciaiam Pasai 7 ayat 12) huruf b merupai<an \ arga negara indonesia dan harus
memenuhi persyaratan:
a
b
c
,l

e berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
sekolah lain yang sederajat;

atas, madrasah
kejuruan, atau

f
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Menimbang bahwa Pemohon dalam sidang Adjudikasi tsawaslu Kota Malang

telah menyampaikan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB Nomor:

833/095/101.6.10.1112023 menerangkan Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Malang

Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari
Polres Malang Kota Nomor: SKTLK-BS/3082/V |YAM.2.4/SPKT Polres Malang

Kota Tertanggal 9 Mei 2023 yang menyatakan atas nama Henny Fitria Agustine
t+*--* 1+-+rya! t+Lr'+ !\/[at+-ry !4 4era+-.^ 1fl?l.l l-^- L^I^-LCrrrP.tL Ld.ut;6d.r lclllll lYr(1.l6LlrEr, r-r nBuoLlr.r L2t i Jcr,IlEr i.iiEriciAriBi!4Il iiaiii-a Jiillg

bersangkutan telah kehilangan Ijazah dan melaporkan kepada Kepolisian untuk
diterbitkan surat kehilangan, surat tersebut sebagai syarat administrasi surat
pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Kota

Malang a.n Andri Kusdarmanto, M.,Pd. Vide bukti P-4, sesuai dengan Pasal 24O

ayat {21 huruf b:

"Kelengkapan administratif Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota:
a.
b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotocopg ijazah, surat tanda

tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan
pendidikan atau program pendidikan menengah

c D

Pasa 1 12 ayat (U huruf c PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang

Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:
persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 1 a'rraf f 1l rlnn arral (C\ r.nplinrrti.** \ -,

fotocopg ljazah atau surat keterangan penggantt ijazah sekolah menengah
atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi
yang berwenang;

d

a.
b.
c.

,t

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n Susanti Wilujeng sebagai

staf admin Pemohon dalam persidangan adjudikasi Bawaslu Kota Malang pada

hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Saksi menerangkan pada pukul 15.00 WIB

telah melakukan pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Calon pada Silon

berupa surat pengganti IjazahlSTTB asli a.n Henny Fitria Agustine, sesuai
I n I Ann l t\ t a !r ! I ar E d t An tt , .uerrE,itrl rasar z+v ayaL tr, fiurur e urrqarrB urrualrg, i\urlror- r iairurr zuii lerrlturg

Pemilihan Umum juncto Pasal 11 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 1O Tahun 2023

tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

hisuiiubaug bairwa bcr',iasar'kal fakta sitiarig atijuciikasi Bawasiu KuLa iviaiaug

pada tanggal 3t Oktober 2A23 dihadapan para pihak, Majelis Adjudikasi
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memperlihatkan fotocopA yang telah dilegalisir oleh SMKN 1 Kota Malang yang

ditanda tangani Andri Kusdamanto, M.,Pd. sebagai Kepala Sekolah isinya berupa

surat keterangan pengganti ijazah / STTB a.n Henny Fitri Agustine yang pada

isinya surat keterangan tersebut sebagai pengganti ijazah / ST:IB asli yang hilang.

Menimbang bahwa pada sidang adjudikasi Majelis Adjudikasi memperlihatkan

fotocopg yang telah ditegalisir oleh SMKN 1 Kota Malang yang ditanda tangani

Andri Kusdamanto, M.,Pd. sebagai Kepala Sekolah isinya berupa surat

keterangan peneganti dazah/ STIB a.n Henny Fitri Agustine yang pada isinya

surat keterangan tersebut sebagai pengganti ijazah/ STTB asli yang hilang' sesuai

tierrgau Pasai 240 ayai (2i irur ui i-t Urrtiarrg Undturg Peruiiu ber'uurryi:

'Kelengkapan administratif Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota:
a. ...
b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotocopg ljazah, surat tanda

tamat beiajar, atau surat keterangan iain yang dilegaiisasi oieh satuan
pendidikan atau program pendidikan menengah

c.
Juncto Pasal 12 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan

Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota berbunyi:

kumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal I I ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
a.
b.
c. lotocop11 ijazah atatt sltrat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah

atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi
yang berwenang;

d. ..."

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon a.n susanti wilujeng

pada pokoknya menerangkan telah mengunggah berkas syarat calon a.n Henny

Fitri Agustine berupa dokumen persyaratan Bakal Calon pada Silon berupa surat

pengganti Ijazah/ STTB asli a.n Henny Fitria Agustine ke dalam sistem Informasi

Pencalonan (Silon).

Menimbang bahwa Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon

adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi

pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR

dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan wakil Gubernur,

Bupati dan wakil Bupati, atau walikota dan wakil walikota di tingkat KPU, KPU

pruvirsi, tiari/ai.au i(PU Kabripaie[/Koi"a, yallts, Ilier upakari sebagai aial iraliu
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dalam melakukan pengunggahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota

DPRD Kota Malang.

ivienirui.rarrg i.rahwa Leriradap tiaiii Fukok Per rlolrouarr hiajeiis Atij utiikasi

berpendapat Pemohon sebagai Partai Politjk Peserta Pemilu dapat mengajukan

perubahan rancangan Daftar Calon tetap pada masa Pencermatan Rancangan

Daftar Calon tetap sebagaimana dalam Pasal 81 huruf b PKPU 10 Tahun 2023

tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupatet lKota
berbunyi:

'calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu
atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama
lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan
susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau"

JUrtcLU rasar oz r^ru ru IaIluIl zvzo LcttlLlttt rellcatultalt rurBBu r.tt rJrr\, rJrr\-lJ

Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota berbunyi:

"(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencennatan rancangan DCT dapat
mengajukan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan
[)PRD kabupaten,/kota sebasaimana dimaksud dalam Pasal 8I avat (1! huruf
b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah
mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.

(2) Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik
Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3),
berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai p€rsetujuan
pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3)"

ivieriilii.rarig bairwa Pcriioirorr ieiair neiakukaii perrgajuarr (ioirurirerr pcr syarai.arl

Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang a.n Henny Fitria Agustine Dapil Kota

Malang 2 Nomor Urut 8 sesuai dengan fakta fakta persidangan adjudikasi

Bawaslu kota Malang y€rng menerangkan Pemohon telah memberikan fotocolry
yang telah dilegalisir oleh SMKN 1 Kota Malang dan ditanda tangani Andri

Kusdamanto, M.,Pd. sebagai Kepala Sekolah isinya berupa surat keterangan

pengganti ijazah/ STTB a.n Henny Fitri Agustine.

Menimbang bahwa dengan pemah diunggahnya pindaian surat keterangan

pengganti ijazah / S1'IB asli a.n Henny Fitri Agustine oleh Pemohon pada saat

pengajuan Dokumen persyaratan Anggota DPRD kota Malang pertama pada

Ptrr(tr] r J.UV Vv rD, LttrrB,B,4r J \Jl5.lUUCr ZVZO [LeLWPal(aIr UUr(Lr rryaur yii.IrB
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bersangkutan telah memiliki dan memenuhi syarat calon pada pencalonan

Anggota DPRD Kota Malang.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut maka Calon a.n Henny

Fiir i Agusi-ilc $eLar trslya rricrireutii-ri syarai riaiaiir p€ricaioliarr A"rrggota DPRD

Kota Malang.

enimbang bahwa secara pokok yang menjadi dasar pertimbangan dalam

arrJa rraK t(urtutttuslurrar yalrB, ouryaLal(arl ualalll uulJ lv"tJ scuatar uelr(ul-:

Pasal 28D ayat (1):
"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

rasztl zot) aya[ (or.
"setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dal,am
Pemerintahan"

Menimbang bahwa berdasarkan UUD 1945 terdapat penegasan terhadap

keberadaan kepentingan penegakan rian periin<iungan hak asasi manusia riaiam

negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan.

hieliurbaug bairwa berciasarkarr per iilri.raugari iiukuru tiari peutiapal Huiruur

Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu harus

mengedepankan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,

terbuka, profosional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai Pasal 3

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Adjudikasi, alat bukti, dalil

dalil Pemohon, mengenai Pokok-pokok permohonan, Majelis Adjudikasi

38

ivienirnbarrg i.rairwa aias tiasar sil an tiar i saksi a.rr Herrdrieur Bayu Haswara yarrg

meminta untuk mengganti pindaian surat keterangan pengganti ijazah/ STTB asli

tersebut sehingga membuat tidak terpenuhinya syarat pencalonan a.n Henny

Fitri Agustine, Majelis berpendapat dengan dilampirkannya Pindaian yang asli

pada Silon maka telah membuktikan bahwa Calon a.n Henny Fitri Agustine yang

diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan pada Pasal 240 ayat (1)

huruf e Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jundo
D^^^l 11 ^,.^+ r1\ L,..-.f ^ DTU DT T I\T^-^- 1n ,Tr^L,,- On,.)2 +^-+^-- T)^-^^'l^-^-I aJar (r, rw rarrLlrr 4vzv (Errrarr6 r \:jrrlarurrarr

Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.
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berpandangan bahwa permasalahan tekhnis tidak mengurangi hak hak dasar

Pemohon yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

ivicrriurbang i:airwa'uertiasarkanr keterri"uan-keleu Luanr patia Urrtiarrg Untiang

Nomor 7 Tahun 2O17 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor t0 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi,

DPRD Kabupaten/Kota dan fakta-fakta adjudikasi maka Majelis Adjudikasi

menilai Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum

sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan

berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa

Proses Pemilu;

3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standingl dalam mengajukan

permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan

Pemohon;

5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan

sebagian.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

jundo Peralwran Bawaslu Nomor 9 Talew 2O22 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu;

IEUUTUSXAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
n rr^-r-^-^1t-^- D^-.:.^  ^^-^ I\T^*^-. aAa lm n l DA laa'71 lnrlaa +^-+^-- L ^^:Iz;, iiiciiirraaaaiiiaarr iioiii-.i.ir-ir,ra rrr.rurt r, rr-Tr/ r !,w r.-T-rJrrl or t r I zr\ra\, LErr!4.[6 rraor

Verifikasi Administrasi Dokumen Persayaratan Calon Anggota DPRD

Kabupaten/ Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), a.n

Henny Fitri Agustine Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang pada Daerah

Pemilihan Kota Malang 2, Nomor urut 8, Partai Amanat Nasional Kota Malang;

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan 2x24 jar:r kepada

Pemohon untuk melakukan pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Calon
 -^-^+^ T\T)I)r_\ I/,^+^ lr^I^-- L^.-,-^ f^4^^^--, ^,.-^+ !-^+a---!^- -a---^-+.:riiitEUiii iii'r\ij i\rrLa iiiaia .iiE, ir.rl qPa. Jv.vvvPg it!rraL ^cLcr€frrSarr l,Err5,5,a1rLr

Uazah/ STTts berlegalisir oleh pejabat yarlg berwenang melalui aplikasi Silon;
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4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Verilikasi Administrasi

Dokumen Persyaratan Calon Sementara hasil Pencermatan Rancangan daftar

Calon Tetap (DCT) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotocopg surat

keterangan pengganti rjazah/ STTB berlegalisir oleh pejabat yang berwenang;

5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi

Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara hasil Pencermatan
l^4.^- .a^!^- 't1^.^- ,!_\rr'Tr\ - - !!a+-.. Lr:.-': a-"_':-^ D^t-^! tr^l^-iGiicar-rgaii Caiiai' Uaioii i CIaP tij\- i i a.ii '-,cIirij r- i.i i ..lBi.rsLrrrL rril^.u ud rur I

Anggota DPRD Kota Malang pada Daerah Pemilihan Kota Malang 2, Nomor

urut 8, Partai Amanat Nasional Kota Malang;

6. Memerintahkan Termohon untuk mengikutsertakan Bakal Calon Anggota

DPRD Kota Malang yang diajukan oleh Pemohon a.n Henny Firi Agustrne

pada tahapan selanjutnya, sepanjang memenuhi persyaratan Pencalonan yang

diatur Peraturan Perundang-undangan;

l,{e merin."ahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3

(tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan'

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Malang pada hari sabtu

tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1)

Mochamad Arifudin, 2) Iwan Sunaryo, 3) Mohammad Hasbi Ash shiddiqy, a)

Hamdan Akbar Safara, 5) Muhammad Hanif Fahmi masing-masing sebagai Ketua

dan Anggo..a Ba-waslu l(ota l,{alang dan dibacakan di hadapan Para Fihak serta

terbukauntukumumpadahariSenintanggalenambulanNovembertahundua
ribu dua puluh tiga oleh 1) Mochamad Arifudin, 2} Hamdan Akbar Safara 3}

Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, masing masing sebagai Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kota Malang dan dibantu oleh Budi Santoso sebagai Sekretaris'
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MaJelis AdJudtkasl
Badan pengawas pemllihan Umum Kota Malang,

Ketua MaJells

ttd
HAMDAN AXBAR SAT'ARA

Anggota MaJelts
Anggota MaJefis

ttd
ttd

MOCIIAilAD ARIFUDIN ilUIIAUUAD IIANIF TAIIUI

Anggota MaJefis
Anggota MaJelts

ttd
MOHAMMAD HASBI ASH SHIDDIQY

Sekretaris

ttd
BUDI SAITTOSO

nrP. 19800322 2@60,4 | oo7

ttd

IWAIT SUI{ARYO

Sa.linan putusan ini dibuat se

I.

G

Aslinya

ro

suai dengarr
6 November 2o23
Kepala Sekretariat

/al<

I.AN

SANTOSO
20,(J,60,4 I OO7
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